Cegah Kebocoran PAD dari Rumah Walet,
Kejari Batola Sarankan Pasang 4 Gembok
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Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Batola mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet ternyata tidak
berizin atau liar sehingga keberadaaannya pun tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan
asli daerah (PAD).

Total semua lokasi sarang walet di Batola itu berjumlah 792 buah dan baru 84 lokasi
yang mengantongi izin dari DPMPTSP Kabupaten Batola. Sebenarnya 84 lokasi walet itu bisa
dipungut pajak 10 persen oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Batola, karena sudah ada izin resmi.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola pada 2019
ini, telah mengusulkan draf peraturan bupati (perbup) untuk pemungutan pajak walet dan tim
penertiban rumah burung walet serta menggandeng Kejaksaan Negeri Marabahan yang
dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)! dan
ditandatangani 24 Oktober 2019 untuk menagih tunggakan pajak walet.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola memberikan saran kepada BP2RD Batola agar
meminta pemerintah daerah sediakan gembok untuk setiap rumah walet yang akan ditagih
retribusinya. Upaya ini dilakukan guna mengoptimalkan pembayaran pajak walet yang hingga
saat ini ratusan bangunan berdiri tersebar di Kabupaten Barito Kuala.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Batola meminta Pemkab Batola untuk membelikan
empat gembok untuk setiap rumah walet yang akan ditagih pajaknya. Empat gembok ini untuk
memudahkan penagihan tim dari kejaksaan bersama anggota tim lainnya untuk menagih para
pengemplang pajak walet di Batola.
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Sumber Berita:

kanalkalimantan.com, Cegah Kebocoran PAD dari Rumah Walet, Kejari Batola Sarankan
Pasang 4 Gembok (https://www.kanalkalimantan.com/cegah-kebocoran-pad-dari-rumah-
walet-kejari-batola-sarankan-pasang-4-gembok/), Selasa, 5 November 2019.
banjarmasin.tribunnews.com,  Titik-Titik Burung di  Kabupaten Batola Kalsel,
(https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/11/12/kalselpedia-titik-titik-burung-walet-di-
kabupaten-batola-kalsel), Selasa, 12 November 2019.

Catatan Berita:
+ Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa
“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD)
adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber
PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah
(BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas
desentralisasi.

+ Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi
daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad
Sumitro yang merumuskannya ‘Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang
dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan
sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada
daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan
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2)

3)

hukum publik”. Dengan demikian ciri-Ciri yang menyertai pajak daerah dapat

diikhtisarkan seperti berikut:

a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak
daerah;

b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;

c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau
peraturan hukum Lainnya;

d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah
sebagai badan hukum publik;

Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian

retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia

Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan

daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha

atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh

daerah baik Iangsung maupun tidak Iangsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah,

yakni:

a) Retribusi dipungut oleh daerah;

b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung
dapat ditunjuk;

c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa
yang disediakan daerah;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan
penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan
dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan
daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan
yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan
kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya
serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan
makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah
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4)

bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum,
yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu
komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya hagi pendapatan daerah,
tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan),
akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus
tetap terjainin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat
memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan
fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang
memungkmnkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan
daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa
pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan
fungsi ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan
laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya
dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b) Jasa giro;
c) Pendapatan bunga;

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi,
potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh daerah

Sedangkan menurut Feni Rosalia (dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

a) Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau
yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada
potensinya di daerah;

b) Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan
tertentu, dan lain-lain;

c) Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan
perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh
dari kekayaan daerah;

Subbag Hukam BPX Perveakilan Provinst Kalimantan Selatan _



d) Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan kemudian
diserahkan kepada daerah;

e) Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang
penggunaannya ditentukan daerah tersebut;

f) Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus
karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran;

g) Penerimaan-penerimaan daerah yang didapatdari pinjaman-pinjaman Yyang
dilakukan pemerintah daerah

(sumber:  https://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html, diakses
tanggal 5 Desember 2019)

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum
sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran umum sarang
burung walet ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tarif pajak sarang burung walet
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(sumber: https://www.pajak.go.id/artikel/pph-final-pp-232018-versus-pajak-sarang-
burung-walet, diakses tanggal 5 Desember 2019)
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I Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang
menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah perjanjian.
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